kreatifitasnva dan produktifitasnya sesuai dengan kepentingan dan keperivan

daerah masing-masing Hal vang menjadi fokus otonomi daerah adalah adanya
kewenangan bagi dacrah untuk menggali potensi sumber keuangan daerahnya.
Pemerintah daerah dituntut untuk jeli mengamati kondisi daerahmya dan
selanjuinya melakukan upaya-upaya yang mengarazh pada cara meningkatkan
pendapatan daerahnya. Hal ini tentu saja selamn memperhatikan kondisi daerah,
harus diperhatikan juga kemaﬁpuan masyarakat yang merupakan ;.:endukung
utama dalam pelaksanaan otonomi daerah im.

Unda g-Undzing Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Pmjaman
Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran

nan Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan Angga

Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau untuk menutup Lckurangan kas yang

4]

digunakan untuk membiaval kegiatan yang merupakan i jsiatif dan ke ~enangan

Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah peranan Pinjaman Daerah dalam pembangunan dalam

rangka otonomi daerah di Indonesia?

C. Tinjauan Pustaka

Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 18 UUD
1945 Amandemen kedua. Pemerintah adalah intitusi atau lembaga vang
melaksanakan kegiatan pemerintah dalam arti sempit yaitu eksekutif administrasi
negara, sedangkan pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan
yudikatif serta administrasi Negara.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan
kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara
proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan
sumber daya nasionél yang berkeadilan. Penyelenggaraan .otonomi daerah juga
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,
pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu
prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam
rangka mereahisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah
dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk
mengakomeodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang
semakin kritts dan responsive untuk memaknai pembangunan.”

*Sudjaipul Rahman, 2004, Pembangunan dan Gtonomi Daerah, Realisasi Pragram (otong Rovong |
Jakarta, Pancar Suwuh, hlm. 150.
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Undang-Undang Nomor 32 Tzhun 2004 tentang Pemerimtahan
Daerah, pada prinsipnya mengatur ponyelenggaraan pemerintahan
daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.
Peraturan  daerah bersifal administratie!” rechielijk  tidak  bersifat

staatsrechielijh karena hanya berfungsi mengatur kekuasaan daerah
otonom A"f‘id“ng admunistrasi nepara disim antara lain perbedaan
n antara pada pusat dengan negara bagian dalam
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adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa
dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran
dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ha! ini mengakibatkan terjadi
perubahan vang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah.
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang
dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemenntah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Menurut The Liang Gie” Bahwa Pemerintah Daerah adalah satuan-
satuan organisasi pemerintah vang berwenang untuk menyelenggarakan
segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah

yang dipimpin oleh kepaia pemeriniahan daerah.”

DJUd ~da. 2004, HukumPemeriniahan Dacrai: Pasang Surwr Hubungan Kewenangan aniara DPRD

dmr Kepala Dacrah. Bandung, Alumni, hlm. . 203,

' The Liang Gie, 11, Pertumbnhan Dacrah Pemeriniahan Dacrah di Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Jakarta, Gunung Agung, him. 44,
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asarnya sumber pembiayaan luar negert dapat berupa pinjaman

ibah /pramt). Pengalokasian atau penggunaan dana luar negen o,

kelayvakan dan efligibility dari proyek yang direncanakat

dapat melakukan pinjaman, baik yang bersumber dan dalam negent maupun

yang bersumber dari luar HCgET] Khusus men}anﬂkm pmjaman daerah yang

pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka panjang dan jangka pendek.
pinjaman jangka panjang dimaksudkan untuk membiayai pembangunan
prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penenmaan

untuk pembayaran kembali pinjaman, serta membaeri manfaat bagi pelayanan
masyarakat. Sedangkan pinjaman jangka pendek dimaksudkan untuk
pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah.

Dana pinjaman daaerah terutama digunakan untuk investasi yang
produktif misalnya pada sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan
pembangunan industri yaﬁg juga menciptakan lapangan pekerjaan di daerah.
Dana pinjaman jangan diperpunakan oleh pemerintah daerah untuk

membiayai keperiuan vang konsumitf akan tetapi digunakan untuk membiava
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investast dan pemiangunan prasarana umum {pu

: Kertonegoro, Sentance, 1983, dnafisa dan Manajemen [nvesiasi, Jakara. Widya Press, hlm 43
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} hawasan urb

an lebth banvak memzl k1 su“lbe' enadapatan vang dapat
digunakan untuk membayar angsuran pinjaman. OL,.. karenanya pthak
kreditur lebih optimis membiavai proyek perkotaan
Institusi memben pmjamau misalnya Bal.k Dunia mﬂﬂghendaki
pembayaran kembali pinjaman ity dari sumber pemenintah dauﬂh dan
bukan hanya dari proyek itu sendiri. Hal ini mengandung ma ksud bahwa
ank Dunia menghendaki agar masyarakat dan pemerintah daerah
bertanggungjawab terhadap dana yang dipinjamkannya.

Pasal 8 Peraturan Pemernintah Nomeor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

aerah menyebutkan bahwa :

1)
iral

Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek yang
bersumber dart

2. Pemerntah Daersh lain;

b. Lembaga Keuangan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan
mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia; danfatau

¢ Lembaga Keuangan bukan bank vang berbadan hukum Indonesia dan

&

mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik

T ibid him 39
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Di Indonesia sumber dana pinjaman daerah berasal dari pemerintah pusat,

vang disediakan dad dana APBN yang ditampung ke dalam rekening
pembangunan daerah (RPD), dan pinjaman luar negeri yang disalurkan ( SLA)

kepada daerah sebagai pinjaman.

D. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui dan mengkaji peranan pinjaman daerah dalam

pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengetahuan
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai obyek
yang diteliti sebagai bahan dasar penyusunan penulisan hukum sebagai syarat
memperoleh gelar sagana hukum pada Fakulltas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Bagi Pembangunan
Untuk menambah bahan bacaan di bidang Hukum Tata Nepara khususnya
mengenai peranan Pinjaman Daerah dalam Pembangunan Daerah dalam

rangka otonomi daerah di Indonesia.
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termasuk norma dasar, peraturan dasar

Tahun 1999 tentang Pemerintahan

.

Nomor

by Undang-Undang

H

T
rintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pmjaman

dang-Undang Nomo

3

T

Keuangan antara Pusat dan Daerah
Keuangan antara Pusat dan Daerah

Daerah

1

¢) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

e)

=3
L)

f} Peraturan Pem




F.))

Teknik pengumpulan data

Penelitian kepustakaan yaitu studi pustaka dengan mempelajari  Peraturan
Perundang-undangan, buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan matert
yang diteliti

Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan klasifikasi data, dengan
cara data yang telah terkumpul lalu diklasifikasikan, sehingga peranan pinjaan
daerah dalam pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia
dapat ditkuti dengan cermat, sistematis dan logis.

Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara data vang
diklasifikasikan itu dianalisis berdasarkan cara kualitatif. Analisis data ini
bertujuan untuk mengetahui peranan pinjaan daerah dalam pembangunan

daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia dapat diikuti dengan

cermat, sistematis dan logis.



